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BUPATI PIDIE,

bahwa untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat
pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai
sumber daya dalam pembangunan daerah yang disesuaikan
dengan perkembangan terbaru pada Tahun Anggaran 2021;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Pidie
Nomor 35 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2021, Perubahan RKPD
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Pidie tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2021,

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); !
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 104 Tahun 2004);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor

126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 463);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
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Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesta
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 496);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas
Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, (Lembaran
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak
dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus
(Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Aceh Nomor 102;

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh
Tahun 2008-2027 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor
83);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA)
2017-2022;

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie
Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2018
Nomor 4);
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31.Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie
Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie
Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2021.

@)

2

3)

(1)

2

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie
Tahun 2021, yang selanjutnya disebut P-RKPD Kabupaten
Pidie Tahun 2021 adalah perubahan dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk tahun 2021 yang dimulai pada
triwulan Il dan berakhir pada triwulan IV.

P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2021 merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kabupaten Pidie tahun 2017-2022 dan mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2021 dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

Uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pidie Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan ini.

Pasal 2

P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2021 memuat rancangan
perubahan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
dan kewajiban daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban
daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah darah maupun
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

P-RKPD Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi:

a. Pedoman bagi Satuan Keija Perangkat Kabupaten (SKPK)
dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun 2021;

b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pidie dalam menyusun
Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA
dan P-PPAS) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2021,

c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pidie dalam
menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten (RPAPBK) Tahun 2021.
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Pasal 3

(1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Pembahan APBK Tahun
2021 Pemerintah Kabupaten Pidie menggunakan P-RKPD
Kabupaten Pidie Tahun 2021 sebagai bahan pembahasan
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2021 dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

(2) SKPK menggunakan P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2021
dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran
Perubahan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun 2021
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

Pasal 4

(1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi
penyusunan R-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2021 yang
diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah, dapat
dilakukan penambahan dan atau pengurangan program dan
kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum
tertampung dalam peraturan ini.

(2) Penambahan dan atau pengurangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilaksanakan ketika proses pembahasan
Kebijakan Umum Pembahan Anggaran (KUPA) Tahun 2021
dilakukan, dengan tanpa melakukan pembahan pada
peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pidie.

AMuharram 1443 H

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 0 September 2
23 Muharram 1

SEKRETARIS DAERAHA
KABUPATEN PIDIE,

IDHAL
BERITA DAERAH KABUPA' PIDIE TAHUN 2021 NOMOR : 2>2-



